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Kerangka Paparan



Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai emisi nol bersih

pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Serukan Target NZE 2060 di COP28, Presiden Jokowi Ajak Berbagai

Pihak Kolaborasi dan Investasi di Rl

Sabtu, 02 Desember 2023 - 18:53:00 WIB

Sumber: iNews, 2023

responsibility of the party to the agreement. Ihis includes elaborated chapters on
transparency framework at the national level (National Registry System as the
backbone of transparency framework), and means of implementation (finance,
technology development and transfer, and capacity building).

As mandated by Decision 1/CMA 3, Parties are requested to revisit and strengthen
their NDC- 2030 target, to align with the Paris Agreement temperature goal by the end
of 2022. Responding to this mandate, Indonesia submits Enhanced NDC to the
UNFCCC Secretariat by 23 September 2022 with increased emission reduction target
from 29% in First NDC and Updated NDC to 31.89% unconditionally and from 41% in
the Updated NDC to 43.20% conditionally. This Enhanced NDC is the transition
towards Indonesia’'s Second NDC which will be aligned with the Long-Term Low
Carbon and Climate Resilience Strategy (LTS|-LCCR} 2050 with a vision to achieve
net-zero emission by 2060 or sooner.

Sumber: ENDC Indonesia, 2022
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Dalam proses transisi energi saat ini, pemanfaatan sumber-sumber

energi terbarukan masih cukup rendah.

Kapasitas pembangkit berdasarkan sumber
dalam skenario JETP (dalam GW)

/
2025 2030 2035 2040 2045 2050
= Batubara Gas bumi e Minyak bumi e===Panas bumi
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Sumber: CIPP JETP, 2023 (diolah)

Kapasitas terpasang PLN pada 2022

(dalam GW):

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Batu bara Panas bumi

Tenaga air Tenaga surya




Peran pemerintah daerah menjadi kunci percepatan sekaligus
penanganan dampak transisi energi.

PD;?;:::aTni PLTU Batu Bara akan Berimbas ke Daerah, Pemda Perlu COI'ItOh dampak: RiSikO kehilangan

pekerjaan di sektor batu bara

Menteri ESDM Minta Peran Aktif Pemda
Gencarkan Penurunan Emisi

Rencana aksi Pemda untuk pengembangan EBT merupakan usaha kemandirian energi Pa d a 2020’ te rd a pat 2 50°OOO pe ke r_j a
e sl di usaha pertambangan batu bara.

Di beberapa provinsi penghasil batu
bara, persentase pekerjaan tersebut
lebih tinggi, yaitu:

Solopos.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk

mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara

perlu melibatkan pemerintah daerah (pemda) setempat.

Kalimantan Kalimantan Sumatera
Timur Utara Selatan

Sumber: SoloPos Bisnis, 2023

Sumber: Republika, 2022

Sumber: IESR, 2022



Bagaimana peran pemerintah daerah dalam

m mendukung transisi energi berkeadilan

di Indonesia?



Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemerintah daerah
dalam transisi energi berkeadilan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam studi ini

adalah metode kualitatif, yang meliputi: Lmma pengumpulan data dilakukan di tingkat

D nasional dan daerah. Pengumpulan data
primer pada Januari - Maret 2024.

Tinjauan literatur

Tinjauan kebijakan, termasuk ¥ Provinsi Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara

Perda RUED dari 25 provinsi Timur, Kalimatan Timur, dan Papua Barat

— dipilih berdasarkan variasi geografis dan
inisiatif dalam transisi energi.

o

50+ wawancara mendalam

4 FGD yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan

Observasi lapangan




Temuan:

Beragam inisiatif untuk mendukung transisi energi di tingkat daerah

telah digulirkan, namun intensitasnya masih belum merata.
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* Pergub - PLTS atap di
kantor pemda dan
sekolah

* Forum Energi Daerah

* Penunjukan manajer
dan auditor energi
untuk gedung
pemerintahan

* Pengembangan
konversi sampah
menjadi tenaga listrik
(waste-to-energy)

Nonpemerintah:

* Pengembangan
pembangkit mikro
hidro

» Pergub - Bali Energi
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* Pergub - kendaraan
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« SK - pedoman
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« SE - pemanfaatan
PLTS atap

* Program Nusa Penida
100% EBT Tahun 2030

Nonpemerintah:
» Bali-Kerthi
Development Fund

Nonpemerintah:

Pergub - himbauan
mengakselerasi EBT
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Distribusi alat
konversi biogas .
Jurusan energi

terbarukan di SMK

Nonpemerintah:

Kajian aspek GEDSI

dalam rencana coal

phase-out

» Sosialisasi dengan
masyarakat dan

Pelatihan terkait PLTS
di BLK
Pengembangan
usaha woodchip
sebagai bahan co-
firing PLTU
Pendampingan
menyusun Perdes

anggota KADIN
daerah
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berkelanjutan di
Papua Barat

* SK Gubernur -
pembentukan tim
pengarusutamaan
PRK

* Mengembangkan
PLTMh dan PLTS
terpusat

Nonpemerintah:

» Sosialisasi pemetaan
kebutuhan listrik
untuk masyarakat



Temuan:
Kerangka regulasi yang ada belum bisa meningkatkan ruang lingkup
partisipasi pemerintah daerah dalam transisi energi.

o Penghapusan skema ekspor listrik dalam
Ekspor Listrik PLTS * Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2024

Skema besar perizinan berusaha dalam
* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

, RUED belum optimal sebagai dasar
percepatan proses transisi energi

Dinamika Daerah o o Dinamika pemanfaatan EBT di daerah




Temuan:
Kapasitas fiskal yang terbatas menghambat pemerintah daerah dalam
menyusun dan melaksanakan program-program transisi energi.

Penandaan (tagging) pada
pendapatan transfer daerah
mengikis alokasi untuk transisi

Pembiayaan pembangunan
daerah masih berorientasi pada

energi : / infrastruktur fisik

Dari alokasi APBD itu, yang terkait EBT, kira-kira
persentase nya nggak sampai 1%. Kalau orang-orang
bilang transisi energi penting. Tap( ketika masuk ke
konteks daerah, dibandingkan urusan-urusan lain
masth kalah terus kita.

(Pemerintah daerah A, 12 Maret 2024)



Temuan:
Peran dan kontribusi pemangku kepentingan lain diperlukan dalam

transisi energi di daerah.

=

it G

KETENAGA- PENGEMBANGAN PELIBATAN

KAJIAN PEMBIAYAAN ETENAG EMBAN \PELIBATAN
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Simpulan

Kurangnya harmonisasi tata kelola energi pusat-daerah
menghambat pemerintah daerah dalam menjalankan mandat

Pemerintah daerah memerlukan kelonggaran untuk membiayai
urusan-urusan yang belum menjadi prioritas bagi pemerinta
pusat

Kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah daerah dengan
pemangku kepentingan lain diperlukan untuk mewujudkan transisi
energi berkeadilan




Terima kasih
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